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PENDA H U L U AN 

Sebagai suatu negara hukum. Indonesia pada prins1pnya mengaku1 bahwa 

hulJungan alau per!�aulan antar rnc.syarakat mempunya1 batasan-batasan yang 

meniamm ahk-hak �ribad1 maupun komunal. ln1 rnerupakan iustifikasi dan pnnsip 

Rule Of Law. yang menjadi salah satu ciri dari negara hukum 

Pergaulan �.esama anggota masyarakat dapat men11nbulkan perbuatan 

hukum dengan maksud untuk mengadakan perhubungan hukum sesamanya 

Pe•hubungan hukum yang teriahn sebagai akibat perbuatan hukurn tersebut. d1 

sarnpmg d1atur dalam peraturan perundang-undangan, sebaglan lag1 ditentukan atau 

d1bentuk alas perianj.an atau persetujuan mereka yang berkepentingan. 

Hukum sebagai suatu po/a anutan datam proses pembangunan haru!: mampu 
memamkan pcranan yang 1crdcpa11 karena kwal1tas hukum tersobul me11dorong 
seseorang untvk bcrtindak secara Sadar sesua1 dcnga11 kelentuon hukum dan 
seseorang 1/u akan meraSfl puas karena tmdakannya 1/u turul memperlahankan 
dan membma ketert1ban sostal. dengan kesadaran hukumnya . ' 

Dengan pesatnya perturnbuhan sos1al kemasyarakatan hukum ternyata 

rnendapatkan bentulmya dengan perm1ntaan akan suatu kepastian hukum dalam 

sehap hubungan hukum yang d1adakan 

Satu dan be·aneka ragamnya hubungan hukum yang t1mbul pada kehldupan 

masyarakat adalah rnasalah per1aniian yang leb1h dikenal dengan nama • Perjanj ian 

Pengangkutan • yang beg1tu sangat berkembang dewasa 1n1 dt Indonesia, khususnya 

pengangkutan udara mela'u1 kargo. 
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Perjanjian p�ngangkulan udara adalah suatu sarana yang seccra t1dak 

langsung sangat r1empengaruh1 serta sangal berperan dalam penmgkatan 

pembangunan perekonomian masyarakat 

Saal ini bentuk usaha dari suatu perjan1ian pengangkutan udara khususnya 

pengangkutan barang melalu1 kargo belum mempunyai perundang-undangan yang 

mengatumya. Ketentuan yang rnengatur masalah '"' masih dalam bentuk surat-surat 

keputusan dan perat•Jran-peraturan lamnya. Namun hal ini tidak merupakan halangan 

bagi perkembangan usafia pengangkutan udara rtu sendiri Pet')an11an pengangkutan 

udara t1dak dikenal dalam K1lab Undong-Undang Hukum Pcrdata, tetapi mengingat 

usaha pengangkutan 1m merupakan suatu bentuk perjanjian berartt hdak terfepas 

dari Buku Ill KUH Perdata 

Seperti halnya masalah perjan11an pada umumnya settap pet')an11an senng 

sekah ter1adi hambatan-hambatan dalam pclaksanaannya, d1antaranya apa yang k1la 

kenal dengan 1sttlah wanprestast • dan · ns1ko • yang selan1utnya akan dtbahas 

dalam skripsi im 

Masalah pc1Ja"lJ1an pengangkutan khususnya masalah pengangkutan udara 

melalu1 kargo, berp111dahnya sualu barang ke tempat yang satu ke tempat yang lam 

di dalam hal penyEdiaan akan keperluan suatu masyarakat pada suatu daerah 

adatah sangat menu11ang·sekali pembangunan nas1onal 

Dapat ktta bayangkan suatu masyarakat pada suatu daerah yang t1dak 

mempunya1 penga�1kutan, atau tldak dapat dicapa1 oleh penqangkutan maka rakyat 

pada daerah itu tentu akan kesulitan sekali d1 dalam permasalahan penyed1aan 

sarana dan prasara ia keh1dupannya. Sela1n uu dapat k1ta hhat pula akan mahnya 

suatu perekonomian masyarakr.t tanpa adanya pengangkutJn Dengan hal tersebut 
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